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bahwa setisp madrasah wajib mendapatkan izin pendirian
madrasah;

bahwsa sehubungan dengan hilanghya Surat Keplutusan
Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Pengganii;

bahwa madrasah sebagaimana tercantuim dalam Lampiran
Keputusan inl telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti Ilzin Pendinan
Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf *a”, huraf *bL°, dan huoruf “¢”, perlu
menetapkan  Keputusan Eepala Kantor Wilayah
kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendinan,/Operasional Madrasah Tsanawivah
Asasussalam Kabupaten Barito Kuala;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahiun 2003 Nomor 78, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 430 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lenlang
Standar Nasional Fendidikan (Lembaeran Negam Republik
Indonesisn Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik (ndonesia Nomor 4496) sebagaimana telah



Momperhatikan

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor
i9 Tahun 2005 tentarne Slandar MNesional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor
71, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2410);

Peratuiran  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahiun 2008 Nomor 91, Tambahatt Letnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864];

Ltk

4. Peraturan TPemerintah Nomor 17 Tehun 2010 lentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor
51530 schagaimana telah digbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentung Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomot 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2010 MNomer L1232,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Tblidaiyal, Sekolah Menengah
Pertama /Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/ Madrasah Alivah;

6, Peraturan Mentend Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peratutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 entang Perubahan atas Peraturan Menten
Pendidilkkan Nasional MNomor 15 Tahun 2010 eentang
standar Pelayanan Minimal Pendidilan di Kabupaten /Kotg;

7. Persturan Menteri Agama Nomeor 90 Tahun 2013 lenlang
Penyelengguraan Pendidikan Madrasah (Berita Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382];

8. Keputusan Direklur Jenderal Pendidikan I[slam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
Izin Pendirian Madrasah, Penerbilan Surat Keputusan
Pengeantl lzin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari  Kepela Kantor Kementerian Agama

Kabupalen Barito Kuala Nemor @ B-1037/Kk.17.10
2/0T.01/09/2016 Tanggal 5 September 2016;



MEMUTUSHAN:

Menetaplkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT HKEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH ASASUSSALAM KABUPATEN BARITO KUALA.

KRESATL : Memberilcan SUrEL Keputisan Penpgunil Feiti
Pendinan/Operasional Madrasah wang  Hilang  kepada
madragsah sebapaimana lercantuim  dalam Leampiran  yang
merupalan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ind,

KEDUA : Pemberian  izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicatnit, apebila madrasah vang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesual | dengan
ketentuan peraturen perundang-undangan.

EETIGA : Keputusan ini mulai berlakn pada tanggal ditetapkan.

Hitetapkan di HBanjermmasin
pada tanggal 5 September 2016

. Menteri Apama
Kepala Eantor Wilayah,
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LAMPIREAN |

KEFUTUSAN EKEPALA KANTOR WILAYAR]
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR &2 TAHUN 2016

TENTANCG FPENERBITAN SURAT
KEFLITUSAN PEN{HGANTI LEIN
PENTIRIAW fOPERASIONAL

MATIRASAH TSANAWIYAH ASASUSSALAM
KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG
INENTIIAS MADBASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUISAN PENGGANTI
IZIN PENDHRIAN MADRASAH

Nama Madrasah | Madrasah Tsanawiyah Asasussalam :

el P | |
Nomaot Statistilke Madrasah ' 127263040014 ;
Alamat Madrasah | 1, Arjir Seberang Pagar 1 KM 155

Desa /Kelurahan Anjir Seberang Pasar
Kecamatan Anjir Pasar
Kabupalen Barito Kuala

Provinsi Kalimanten Selatan

| Nama Organisasi Penyelenggara | Yayusan Pondok Pesantron Asasussalam

) |

o

| Alte Notaris Organisasi Nomor 01 Tahun 2010

Penvelengoara
Pengesahan Akte Notaris SK MENKUMIIAM RI Tanggal 08 Dcbruarn

Oirganisasi Penvelenggara 2011

CHtctapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Seplember 2016

. Menter Agama
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